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TENTANG KUHAP 
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ABSTRAK 

 

Pelaksanaan pendampingan oleh advokat terhadap saksi dalam proses penyidikan 

merupakan bagian penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan 

mewujudkan prinsip due process of law. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 

tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru) membawa 

perubahan mendasar dengan secara tegas mengakui hak saksi atas pendampingan 

advokat, hak interupsi, kebebasan memberikan keterangan, serta hak atas salinan 

berita acara pemeriksaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) 

Bagaimana pelaksanaan pendampingan oleh advokat terhadap saksi dalam proses 

penyidikan di Polresta Padang berdasarkan KUHAP baru? dan (2) Apa kendala 
yang dihadapi advokat dalam pelaksanaan pendampingan tersebut? Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan advokat di Polresta 

Padang telah mengalami perkembangan melalui diperbolehkannya advokat 

mendampingi saksi secara langsung dan menyampaikan keberatan selama 

pemeriksaan. Namun pelaksanaannya belum optimal karena keberatan advokat 

belum dicatat dalam BAP, akses salinan BAP masih terbatas, dan masih 

ditemukan distorsi keterangan saksi. Kendala yang dihadapi meliputi belum 

adanya SOP dan sosialisasi KUHAP baru, rendahnya pemahaman penyidik, 

lemahnya perlindungan prosedural terhadap hak saksi, serta faktor struktural 

dalam pelaksanaan penyidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan 

pendampingan advokat terhadap saksi di Polresta Padang masih berada pada tahap 

transisi karena perubahan normatif yang dibawa KUHAP baru belum sepenuhnya 

diikuti oleh perubahan praktik penyidikan.    

Kata Kunci: Pendampingan, Saksi, Advokat, Penyidikan, Kepolisian 

 


